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ABSTRACT

In the ownership of land rights a certificate of ownership is a proof of
ownership of the land which is regulated by law Na.5 year 1960 concerning the
basic rules of agrarian principles..Legally the land owner can secure it safely and
avoid the land being sued by another party, but land disputes between the
defendant and the plaintiff in the case 230 K/ PDT / 2017.

The main problem in.this; Study is-hased,on the Supreme Court Decision
Number 230 K/ PDT /2017. The problem that the writer formulated is related to:
How Legal Considerations of the Supreme Court Judges in deciding civil law
cases 230 K/ PDT / 2017 and What are the strengths of evidence in deciding case
Number 230 K /PDT /2017

In order to answer the problems that have been formulated, the method
that the author uses in this study is seen from its type, ineluding the type of
normative research by studying the case study of decision No. 230 K / PDT / 2017
and applicable regulations related to the main problem. Judging from its nature,
this research is.descriptive in nature to provide a clear and detailed description of
the subject matter examined.

The results of case study No. 230 K/ RPDT / 2017 is granting application
for cassation from applicant Bonar'L"\Sitorus. Then cancel the decision of the
Medan High Court Number. 160 / PDT / 2016 / PT.MDN, dated 12 July 2016
which affirmed the Sibolga District Court's Decision Number. 1 / PDT.G / 2015 /
PN. SBG, January 21, 2016. That because of the claim of the cassation / plaintiff /
appellant / appellant'is not acceptable, the plaintiff.is-sentenced to pay the court
fee at all court levels. In‘this case, the writer considers that the Judge should have
appealed to the defendant Paimatua lubis to explain whether the process of the
Waiver of the Right to Compensation or the transfer of land ownership certificate
was correct and had been carried out. Authentic deed is very important in this case
to strengthen the judge's decision and to find out who owns the land.



ABSTRAK

Dalam kepemilikan Hak atas tanah sertifikat hak milik merupakan surat
tanda bukti kepemilikan tanah yang diatur oleh undang-undang No.5 tahu8n 1960
tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Secara yuridis pemilik tanah dapat
menguasainya dengan<aman dan menghindari tanah<tersebut digugat oleh pihak
lain, namun terjadinya sengketa tanah antara tergugat dan penggugat dalam
perkara 230 K/ PDT/{.2047.

Masalah pokok dalam penelitian ini berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung Nomor 230 K / PDT / 2017. Adapun permasalahan yang penulis
rumuskan terkait dengan . -Bagaimanakah , . Pertimbangan Hukum Hakim
Mahkamah Agung dalam.memutus perkara perdatas 230 K / PDT / 2017 serta
Apakah yang menjadi kekuatan alat bukti dalam memutus perkara Nomor 230 K /
PDT/ 2017

Guna menjawab permasalahan yang sudah dirumus, metode yang penulis
gunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya, termasuk kedalam jenis
penelitian normatif dengan mempelajari studi kasus terhadap putusan No. 230 K /
PDT / 2017 serta peraturan yang berlaku terkait dengan masalah pokok. Dilihat
dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambara
secara jelas dan rinci pokok permasaslahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian perkara No. 230 K / PDT /2017 adalah mengabulkan
permohonan kasasi dari pemehon, Bonar L.Sitorus. Lalu membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 160 / PDT / 2016 / PT.MDN, tanggal 12 juli
2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor. 1 / PDT.G /
2015 / PN. SBG, tanggal 21-Januari 2016. Bahwa oleh kerema gugatan pemohon
kasasi / penggugat/pembanding tidak dapat diterima, maka penggugat dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. Dalam hal ini
penulis menilal seharusnya Hakim menarik pihak tergugat yaitu Paimatua lubis
agar menjelaskan apakah proses Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi atau pengalihan
surat kepemilikan tanah benar adanya dan sudah dilaksanakan. Surat akta autentik
sangat berperan penting dalam hal ini untuk menguatkan putusan hakim dan untuk
mengetahui siapakah yang memiliki tanah tersebut.
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PENDAHULUAN
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terkecuali juga dalam masalah hal pertanahan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar(UUD) 1945 yang berbunyi “ Bumi, air, dan ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Pasal 33 undang-

undang dasar 1945)
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Pasal tersebut diatas merupakan dasar/ landasan bagi lahirnya Undang-
undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-pokok

Agraria(UUPA), yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan

dalam pasal 2

disebut tanah,

C. Hak Guna bangunan
d.  Hak Pakai
e. Hak Sewa

f. Hak Membuka tanah (Pasal 16 undang-undang pokok agraria)



Ketentuan dalam pasal 6. Turun-temurun artinya hak milik atas tanah
tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris dari pemilik hak milik atas tanah
tersebut terkuat artinya hak milik atas tanah tersebut tidak mempunyai batas
waktu tertentu, terpenuhi- artinya pemilik hak milik atas tersebut memiliki
wewenang yang lebih dalam pemanfaatan tersebut. (Santoso, 2013)

Pada dasarnya pemilik;hak atas tanah dapat menggunakan haknya sesuai
dengan kehendaknya namun undang-undang membatasi hak milik dengan fungsi
sosial. (Salimah, 2006) Dalam hak milik juga terkandung hak dari masyarakat,
sehingga sekaligus dalam rumusan disebutkan dengan mengingat ketentuan pasal
6 tentang fungsi sosial dalam satu nafas. (Perlindungan a. , 2008)

Hak guna usaha menurut pasal 28 ayat 1 UUPA, yang dimaksud dengan
hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh negara, jangka waktu sebagaimana tersebut,dalam pasal 29, guna perusahaan
pertanian, perikananan, dan peternakan. Peraturan pemerintah No.40 tahun 1996
menambahkan guna perusahaan perkebunan. (Perlindungan a. , 2008)

Hak guna bangunan terdapat dalam pasal. 37 UUPA yaitu hak untuk
mendirikan dan mempunyat bangunan, atas.tanah yang bukan miliknya sendiri,
dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak pakai menurut 41 ayat 1 UUPA,
yang dimaksud hak pakai adalah hak untuk menggunakkan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasasi langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.
(Perlindungan a. , 2008)

Hak sewa bangunan menurut pasal 44 Ayat 1 UUPA, seseorang atau

sesuatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak
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menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan

membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. (Perlindungan a. ,

2008)

astian hukum,
pendaftaran tana an masyarakat
dan pemeri ini pemerintah

melakukan s ] anah. \ J onesia memiliki

atau dengan negara, termasuk dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara(BUMN)
Sengketa tanah banyak terjadi kerena adanya sebuah benturan

kepentingan antara siapa dengan siapa. Sadar akan pentingnya tanah untuk tempat

tinggal atau kepentingan lainya menyebabkan tanah vyang tidak jelas

kepemilikannya diperubutkan, hal ini terjadi kerena masyarakat sadar akan



kepentingan haknya, selain itu factor lainya tanah sering diperubutkan kerena
harga tanah yang meningkat.

Selanjutnya pada penelitian ini akan dibahas mengenai sengketa
kepemilikan atas.tanah antara-Bonar L. Sitorus selaku ahli waris Alm. Betuel
Sitorus (Penggugat) dengan Walikota Sibolga yang dalam hal ini lebih spesifik
dimaksud Dinas Kebersthan;,; cTata, “Ruang; ,dan Pemukiman Kota Sibolga
selanjutnya dalam. penelitian ini disebut Pemerintah™ kota Sibolga (Tergugat).
Sengketa kepemilikan tersebut diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sibolga
yang tercatat dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Shg. Objek sengketa dalam
perkara ini adalah sebidang tanah seluas lebih kurang 2 (dua) hektar yang terletak
di Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga; Kota Sibolga.

Menurut Penggugat, perkara ini bermula saat Alm. Betuel Sitorus
meminjamkan secara lisan jganah objek perkara kepada Tergugat seluas kurang
lebih 13.300m2sejak tahun1998, dimana alas hak penguasan Penggugat atas tanah
objek perkara adalah Surat Ganti Rugi No. 593.83/166/CSU/1990 tanggal 1990.
Bahwa setelah dipinjamkan beberapa tahun, Alm. Betual Sitorus meminta kepada
Tergugat agar objek tanah perkara dikembalikan, nhamun tanpa alasan yang jelas
Tergugat tidak mengembalikan tanah tersebut. Hal ini terjadi sampai
meninggalnya Alm. Betuel Sitorus pada tanggal 12 Mei 2009. Sehingga selaku
ahli waris, Penggugat (Bonar L. Sitorus) berupaya untuk meminta kembali objek
tanah perkara agar dikembalikan kepada ahli waris Alm. Betuel Sitorus.

Dalam upaya pengembalian tanah objek perkara, Penggugat telah

beberapa kali mengupayakan cara perdamaian dengan mendatangi tanah objek



perkara yang difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) oleh Tergugat.
Selain itu Penggugat pernah menemui Wakil Wali Kota Sibolga untuk
mengembalikan haknya tersebut dan dijanjikan akan menerima ganti rugi dengan
harga Rp70.000,-/meter (tujuh-puluh ribu permeter). Sampai dengan tahun 2013,
Tergugat menolak melakukan ganti rugi dengan alasan telah terjadi peralihan hak
atas tanah objek perkara yaitu .antara Paimatua Lubis dengan Alm. Betuel Sitorus
sebagaimana dimaksud Surat Pelepasan Hak Dengan. Ganti Rugi Nomor
593.3/26/SPH-GR/CSU/X1/2003 tertanggal 4 November 2003 dan kemudian oleh
Paimatua lubis, S.H. melakukan ganti rugi (jual beli) kepada Drs. Sahat P.
Panggabean selaku Walikota Sibolga sebagaimana dimaksud Surat Pelepasan Hak
Dengan Ganti~Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/SCU/\/2004 .tertanggal 4 Mei
2004.

Atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan
diatas Tergugat menyatakan berhak melakukan pengelolaan atas tanah objek
perkara karena jual beli atas tanah objek perkara sebagaimana dimaksud Surat
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.3/26/SPH-GR/CSU/X1/2003
tertanggal 4 November 2003 dan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor
593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004 adalah sah menurut
hukum. Sehingga seluruh ahli waris Alm. Betuel Sitorus tidak memiliki hak lagi
atas tanah objek perkara.

Terhadap sengketa sebagaimana dimaksud Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Shg,
Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Januari

2015 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut
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Hakim menolak eksepsi tergugat seluruhnya, dalam Pokok Perkara gugatan
menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menghukum penggugat untuk

membayar biaya perkara sampai hari ini di tetapkan sejumlah Rp.

1866.000,00(satuy

Menghukum pemohon kasasi/penggugat/pembanding untuk membayar
perkara dalm semua tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.
500.000,00(lima ratus ribu rupiah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka

penulis menetapkan masalah pokok sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus
perkara Nomor 230 K/Pdt/2017?

2. Apakah yang menjadi kekuatan alat bukti dalam memutus perkara Nomor

1.

2. Untuk memberikan masukan dan informasi serta dapat menjadi bahan
perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian yang berkaitan
dengan permasalahan pada penelitian ini.

3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan

Strata 1 dan mendapatkan gelar sarjana Hukum.
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D. Tinjauan Pustaka.

1. Gugatan pada umumnya.

Gugatan adalah surat dakwaan yang diajukan oleh orang yang

Cara yang pertama dinamakan mewarisi “ menurut undng-undang”
atau “ab intestate.” Cara yang kedua dinamakan mewarisi secara
“testamentair.”

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang

dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban
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yang dapat dinilai dengan uang. Oleh kerena itu hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak- hak dan

kewajiban-kewajiban keperibadian, misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai

(diwarisi o » : ').‘ nempunyai hak itu.
Khususnya 1esia bany ‘;' ‘-' c “ o aris yang dapat di
berlakukan

hukum yang pe eksis ah ne 2 ﬂ’ lural(mejemuk),

antara lain h i ’ slar 5 adat. (Zulherman,
2005)
3. Sengketa

1 Ayat (1) Peraturan
Menteri Negara Agraria/ anan Nasional Nomor 1 Tahun

1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang berbunyi :
“sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

a. Keabsahan suatu hak ;

b. Pemberian hak atas tanah ;

c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharaannya dan penerbitan

tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun

10
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dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan
Badan Pertanahan Nasional.”

Sengketa pertanahan (tanah) merupakan benturan kepentingan ( conflict

antara dua < , /ano 56 hak tersebut untuk

penggunaan de 1guasaan hak ata elesaikan melalui

musyawara

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan
untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga
pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh

Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan(tertulis) tidak mempunyai

11
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kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim.
(Mertokusumo S. , 2002)

b. Asas-Asas Putusan

ang dijatuhkan tidak

Bttty

Pasal 19

B

Ay

berdasarkan

i ketentuan itu

onvoldoende

1)
2)
3)  Yurisprudensi,atau
4)  Doktrin Hukum.
a.  Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2)

RBG dan pasal 50 RV. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan

12
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mengadili setiap segi gugatan yang diajukann. Tidak boleh hanya memeriksa dan

memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

d. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.

E. Konsep operasional

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas
permasalahan ini kedalam sebuah penelitian dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Ahli Waris Betuel Sitorus
TerhadapWalikota Sibolga Cqg. Dinas Kebersihan Pertamanan Tata Ruang

Pemukiman (KPPRP) Kota Sibolga. Studi Kasus Nomor 230 K /PDT /2017”.

13
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Agar tidak terjadi penafsiran tentang penelitian ini serta untuk
mempermudah pemahaman maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat

dalam putusan tersebut:

lebih da

perbuatan 1daka ala erat y erkara Nomor

230K /P

2000)

perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaran pemerintah daerah
daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian atau seluruh bidang

kebersihan dan pertamanan.

14
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F. Metode Penelitian.
Untuk melakukan penelitian yang baik dan lebih terarah maka diperlukan

suatu metode penelitian yang berguna dalam menetukan dan mencari data-data

penelitian

kehidupan
2017.

2. Sifat Pene

a. Bahan Hukum Primer.
Bahan hukum primer adalah badan hukum yang mengikat atau yang
membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan

hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan diperoleh langsung dari

15
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penelitian. Dalam hal ini bersumber dari putusan Mahkamah Agung dalam

sengketa Perkara Nomor: 230 K/PDT / 2017.

b. Bahan Hukum Sekunder.

g mempunyai fungsi

‘ der. adalah bah
untuk m ' ‘.‘ ‘ .Qs >
hukum primer: ' ir penda ?ﬁ ana, literatur

o

K/Pdt/2017. Kemudian penulis olah serta sajikan data tersebut oleh bentuk uraian
kalimat yang jelas dan terperinci. Lalu penulis membandingkan atau menganalisa
dengan peraturan yang mengaturnya yaitu undang-undang serta pendapat para

ahli.

16
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H. Metode Penarikan Kesimpulan.
Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah

berpedoman pada cara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang bersifat

17
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

permohonan hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.

. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan contentiosa atau pengadilan

sungguh-sungguh sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan

voluntair atau pengadilan pura-pura.

. Hasil suatu gugatan adalah putusan(vonis) sedangkan hasil suatu permohonan

adalah penetapan(beshchikking).

18
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Dalam gugatan terdapat 2 (dua) bentuk gugatan yang ada didalam mengajukan
gugatan ke pengadilan terdiri dari :

1.  Bentuk gugatan lisan

menyatakan

dimasukkan

kaya yang b
Selai ; engajulk ‘ pengadilan adalah

dengan :

Menjelaskan dan menerangkan isi dan maksud gugatan.
Pengajuan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh penggugat

tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yag ditunjuknya. Dengan

menunjuk wakil kuasanya dianggap berarti telah melenyapkan syarat buta aksara.

2. Bentuk tertulis

19
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Gugatan yang paling diutamakan adalah dalam bentuk tertulis. Hal ini
ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR (pasal 142 RBG), dimana menurut pasal

ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat

e oty
£ 5

Ll

1. : eW3 agi  penggugat untuk

2. Akan tetapi, hal itu baik mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau
beberapa orang kuasanya.
b. Kuasa.
Selanjutnya pasal 118 ayat (1) HIR, memeberi hak dan kewenangan
kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan, atau

menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri, ketentuan ini sejalan dengan

20
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yang digariskan pada pasal 123 ayat (1) yang mengatakan, baik penggugat dan
terggugat (kedua belah pihak) :

1. Dapat dibantu atau diwakili kuasa oleh kuasa yang dikuasakan untuk

gatan yang

St

w .
|-
1)
&
»
3,
«Q
<
«Q
=
QD
-
o
QD
=.
e
QD
o
QD

a. 3 at " dan..ditadatangani kuasa itu dianggap

mengandung cacat formil;
b.  Akibatnya gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan
tidak dapat diterima alasan, gugatan ditandatangani oleh orang
yang tidak berwenanag (unauthorized) untuk itu, kerena ada pada
waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum

mempunyai surat kuasa.

21



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dari penjelasan diatas, jika yang bertindak membuat dan
menandatangani surat gugatan adalah kuasa maka sebelum itu dilakukanya, ia

harus lebih dahulu mendapat kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa

hak atas ta ' sengketa hukum ya a dari pengaduan
suatu pihak (orang ata 3 S eratan dan tuntutan hak

atas tanah, baik te tus tanah, priorita . emilikannya dengan

perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan). Sengketa
biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh
pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan
tertutup yang dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaaan tidak
puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest. Pihak yang

merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua.

22
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Apabila pihak kedua dapat menanggapai dan memuaskan pihak pertama,
selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari kedua menunjukkan

perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda, terjadilah apa yang

meliharaanya dan

0
kepentingan (confli *QQ ahan antara siapa dengan siapa,
sebagai contoh antara pero ‘ ~ ukum,badan hukum dengan
badan hukum, dan lain sebagainya
Menurut Sarjita sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi
antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut
untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui

musyawarah atau pengadilan

23
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1. Permasalahan Tanah.
Sifat permasalahan tanah dari suatu sengketa ada beberapa macam:
(Margono, 2004)

a. i ang orioritas untuk-d an sebagai pemegang

d. Ketidakpuasan;

e. Ketersinggungan;
f. Kecurigaan;

g. Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur;
h. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan;

I. Keadaan yang tidak terduga.

24
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Menurut kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat, setidaknya ada
tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah :

a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas

b

waly.

kasus-kasu
bila diban
akan ada he

manusia (M

¢
o
o
g N
oo
ika

AT Y
s
<*

tanda bukti haknya
Permasalahan sengketa tanah di Indonesia sekarang sudah merambah
kepada persoalan social yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan
pendekatan secara komprehensif. Perkembangan sifat dan substansi kasus
sengketa pertanahan dan tidak hanya persoalan administrasi saja, tetapi

kompleksitas tanah tersebut sudah memasuki ranah politik, social, budaya, dan

25
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terkait nasionalisme dan hak asasi manusia. Dan dapat memasuki ranah hukum

pidana yaitu persengketaan tanah dengan pelanggaran hukum pidana. (Limbong,

2012)

dua pihak atau lebih yang sama memiliki kepentingan atas status obyek tanah
antara satu atau beberapa objek tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum
tertentu bagi para pihak. (Prajoto, 2006)

Di Indonesia untuk menyelesaikan suatu sengketa terdapat dua macam
cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang sederhana adalah dengan

26
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musyawarah, sebab masyarakat Indonesia dari dahulu lebih mengenal
musyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Dalam hal ini biasanya para pihak yang bersengketa, seringkali

e|a ,;L A

lainya adalah
juga disebut
e penyelesaian
1999 tentang

beda pendapat

WAL R

Negoisasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana diantara dua orang
atau lebih/ para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan
kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau
sengketa untuk mencapai kesepakatan pihak yang melakukan negoisasi atau

negosiator, sebagai seseorang yang bias dianggap bias melakukan negoisasi.

27
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negoisasi,
diantaranya:

1.  Memahami tujuan yang ingin dicapai

2.

memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut
gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi
mediator professional kerena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam
sertifikasi khusus.

Tujuan mediasi adalah lebih memberikan kesempatan kepada para pihak

untuk:

28



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

12.

13.

14.

15.

Menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasan

Melenyapkan kesalahpahaman

Menentukan kepentingan yang pokok

asumsi-asumsi pertanyaan (penelahaan)
perubahan presepsi

menyadarkan dengan diplomatis atas harapan yang tidak rill
membedakan jabatan dan kepentingan

memenuhi kebeutuhan semua orang yang terlibat (penawaran

berdasarkan kepentingan)

29
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16. menyelenggarakan pertemuan terpisah (mengadakan rapat)
17.  memaksimalkan pilihan (memperluas alternative)

18. membantu pihak terkait mengemban tanggung jawab dan

sengketa akiba ji but, ata : alam hal tersebut

sudah timbul nar : , ‘- : a anjian sebelumnya.

Klausula ar atau perjanjia bi ebut b wa para pihak akan
menyelesaik kan kewajiban
pengadilan tersebut tetap
diajukan ke pe ira tersebut sudah
berada diluar ka a klausula arbitrase
atau perjanjian arbit QQ gan di indonesia, 2013)

melalui jalur non litigasi atau hasil penyelesaian melalaui musyawarah tidak
tercapai, maka satu-satunya cara menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan
cara litigasi atau melalui pengadilan, dengan cara pihak yang mengalami kerugian
mengajukan gugatan kepada ketua Pengadilan Negeri melalui Kepanitraan

Pengadilan Negeri tempat objek dimana berada.

30
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Ada tiga jenis pengadilan umum yang ada di Indonesia, yaitu Pengadilan

Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan perkara pidan pada

tingkat pertama. Pengadilan Tinggi untuk memutus Perkara Perdata dan Perkara

tuntutan subside. Tuntutan primer adalah tuntutan pokok misalnya
meminta agar haknya dipenuhi seperti membayar barang yang telah
dibeli, dan tuntutan subside adalah tuntutan pengganti apabila
tuntutan pokok ditolak misalnya meminta majelis hakim untuk
memberikn putusan seadil-adilnya (Muhammad, hukum acara perdata

indonesia, 2011)

31



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dalam pengadilan negeri dapat dilakukan secara langsung, dapat juga
secara tidak langsung. Apabila beracara secara tidak langsung, pihak-pihak yang

berperkara dapat mewakilkan perkaranya kepada penerima kuasa dengan surat

berperkara. (pa a L muka pengadilan
dilakukan
hakim ketus . _- . _ 2. (P ndang undang
no 4 tahun it
seorang yan Jas : ra yang disebut panitra
pengganti ya s untuk at semua arakan didalam

persidangan.

pemeriksaan persidangan tertutup untuk umum, kerena mungkin ada timbul hal-
hal yang perlu dikemukakan tetapi tidak pantas didengar atau diketahui oleh
umum, salah satu contohnya adalah persidangan perceraian.

Apabila pada sidang pertama ada para pihak yang tidak hadir baik itu
penggugat maupun terggugat dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir,

padahal telah dilakukan pemanggilan dengan patut, maka ketidakhadiran salah
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satu pihak tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yuridis. Apabila penggugat
tidak hadir pada sidang pertama dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir
padahal telah dipanggil secara patut maka gugatannya dinyatakan gugur dan
dihukum membayar perkara.

Penggugat tersebut berhak mengajukan gugatannya tersebut sekali lagi
setelah membayar terlebih dahultl biaya: perkara tersebut. Hakim ketua bisa
mempertimbangkan agar penggugat yang tidak hadir itu dipanggil sekali lagi
untuk hadir -pada hari sidang yang ditentukan berikutnya dan menunda
persidangan. (pasal 148 rbg) Adapun alasan majelis hakim menunda persidangan
kerena perkara itu sangat penting, kerena penggugat sakit. Apabila pada
persidangan berikutnya penggugat tidak hadir juga maka majelis hakim dapat
menggugurkan gugatan penggugat.

Apabila terggugat tidak hadir pada sidang pertama padahal ia telah
dipanggil secara patut dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir gugatan
tersebut dapat dikabulkan tanpa adanya pihak terggugat (putusan verstek), kecuali
gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.
(pasal 149 rbg) Tetapi majelis hakim_masih bisa memanggil pihak terggugat
sekali lagi dengan alasan perkara itu sangat penting, tempat tinggal terggugat
sangat jauh, kerena terggugat sakit.

Setelah itu hakim ketua menawarkan untuk dilakukannya perdamaian
sesuai dangan isi peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Hakim Ketua

menunjuk salah satu Hakim ketua menunjuk salah satu Hakim yang ada di
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Pengadilan Negeri tersebut untuk menjadi mediator dalam proses mediasi
tersebut, atau para pihak dapat mementukan sendiri siapa yang akan menjadi
mediator dalam perkara mereka. Kemudian sidang ditunda sampai ada hasil dari
mediasi tersebut atau paling lama 40 hari setelah ditunjuknya.seorang mediator.

Apabila terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut maka
keluarlah acta van dadding yang-kekuatan-hukumnya sama dengan putusan akhir
dari majelis hakim dan tidak dapat dilakukan upaya banding kedepannya. Namun
akta perdamaian tersebut dapat dibatalkan dengan dasar hukum yang tercantum
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Pasal 1859-1863 kuhperdata)
Dapat atau tidaknya perdamaian dicapai bergantung pada kebijaksanaan majelis
hakim dan kesadaran serta kemauan pihak-pihak yang berperkara (Soepomo,
2003)

Namun apabila dalam proses perdamaian tersebut tidak ditemukan
kesepakatan perdamaian maka proses persidangan dilanjutkan. Hakim ketua
menanyakan tentang pokok perkara. Majelis hakim memberikan kesempatan
seluas-luasnya untuk para pihak yang berperkara.mengemukakan segala yang
dianggap perlu agar diketahiu oleh majelis-hakim, seperti memberikan bukti-
bukti lain yang adaguna menyakinkan majelis hakim

Setelah itu, terggugat dapat memberikan atau tidak memberikan jawaban
atas gugatan penggugat. Jawaban tersebut dapat dilakukan secara tertulis dan
secara lisan. Jawaban ini berguna untuk menahan gugatan penggugat dan
terggugat dapat membalikkan jawabannnya dalam bentuk gugatan balik. Jawaban

terggugat dapat berupa pengakuan, bantahan, referte, dan tangkisan.
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Pengakuan adalah jawaban yang membenarkan apa yang terdapat dalam

isi gugatan, dan pengakuan tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan bantahan

adalah tidak membenarkan apa yang ada pada isi gugatan penggugat, jika

2011)

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang
menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar terjadi. Pembuktian diperlukan
kerena adanya bantahan dan sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang

digugatkan atau untuk membenarkan suatu hak. Namun ada suatu peristiwa yang
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tidak memerlukan pembuktian kerena kebenarannya telah diakui umum yang

disebut notoir.

Majelis hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pada alat-

yang berwenang untuk itu sebagai bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan
ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa saja
yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung
mengenai pokok dalam akta tersebut.

b.  Akta tidak autentik, akta ini sering disebut akta bawah tangan

kerena tidak dibuat dihadapan pejabat berwenang. Akta ini dibuat oleh pihak
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yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti. Pada akta ini perlu
adanya pemeriksaan lebih lanjut sebagaia bukti surat.

Alat bukti saksi pada umum ya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika

aduga adalah

rik dari suatu

Alat bukti sumpah, bahwa penggunaan sumpah sebagai alat bukti di
pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang diatur di dalam hukum
acara perdata sesuai pasal 182 RBg, pasal 155 HIR, pasal 1940 BW tentang
sumpah suppletoir(pelengkap) pasal 183 RBg, pasal 156 HIR, pasal 1930 BW
tentang sumpah decissoir(pemutus), pelaksanaanya mempunyai perbedaan,

dimana sumpah suppletoir masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan
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dalil-dalil gugatan, namun juga menjadi alasan kuat bagi hakim untuk segera
mengakhiri suatu perkara. Sedangkan alat bukti sumpah juga tidak jauh

pentingnya dengan alat bukti lain, kerena jika masing-masing alat bukti yang

bahwa ala : alah pentingnya

dengan alat | i G d Kim masih tetap

menggunak ah sebagai ¢ ukti : s perkara perdata,

walapun ada sebagian par 1 '_ ‘: ' ! J at bukti (Ahmad,

2015). Dalam kamu S8 erikan Pengertian dari

penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim:
a. Berusaha menemukan peristiwa.
b.  Mendapati kepastian bahwa telah terjadi peristiwa.
c.  Menentukan peratutan hukum yang menguasai peristiwa yang

terjadi.
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d.  Menentukan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk

pelanggaran hukum atau bukan pelanggaran hukum.

e.  Menetapkan hukum dalam putusan majelis hakim yang

menemuka ya, dia segera a ne an_putusan, ada tiga jenis

putusan pe

a. san seme . nemungkinkan dan

b.  Putusan akhir, terbagi 3 jenis putusan:

1. Putusan kondemnator, putusan yang membebani pihak yang kalah
perkara dengan hukuman. Hukuman dalam perkara perdata berupa
kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh pengadilan
Putusan Kondemnator adalah pengakuan atau pembenaran hak

penggugat atas suatu prestasi yang dituntunya atau sebaliknya tidak
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ada pengakuan atau pembenaran atas suatu prestasi yang dituntut

penggugat . bunyi dictum putusan ini.

Menerima permohonan penggugat

hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum baru. Bunyi dictum putusan ini.

Menerima gugatan penggugat.
Mengabulkan gugatan penggugat...dst...
Membatalkan perjanjian...dst...

Menghukum terggugat untuk...
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C. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris.
Hukum waris diatur didalam buku Il KUH perdata. Jumlah pasal yang

mengatur hukum waris sebayak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUH

hak-hak dan wea : ] S arisnya”(Vollmar,
1989:373). 0 berpendapat
bahwa “H isP 2 | 55 y gatur hukum
mengenai .

ke a — \ Jenai pemindahan

dahan ini bagi

orang-orang yan aik o antara mereka dengan

hukum waris, yaitu:
1.  Kaidah hukum;
2. Pemindahan harta kekayaan waris;
3. Ahliwaris;
4.  Bagian banyak yang diterima;

5.  Hubungan antara ahli waris dangan pihak ketiga.

41



Hukum waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum waris
tertulis dan hukum waris adat. Hukum waris tertulis adalah kaidah-kaidah hukum
yang terdapat didalam peraturan perundang-undagan dan yurisprudensi,
sedangkan hukum® waris adat.adalah hukum-waris yang. hidup dan tumbuh
didalam masyarakat adat. Pemindahan harta kekayaan mengandung makna bahwa
harta yang diperoleh pewaris.selama“hidupnya dibagikan dan diserahkan kepada
ahli waris yag berhak™ menerimanya. Ahli waris adalah orang yang berhak
menerima warisan dari pewaris. Didalam hukum waris telah ditentukan bagian-
bagian yang diterima ahli waris. Masing-masing sistem hukum waris, berbeda
bagian yang diterima ahli waris. Misalnya, dalam hukum hukum Waris Islam,
bagian yang diterima ahli waris berbeda antara satu dengan lainnya. Ahli waris
laki-laki mendapat bagian yag sangat besar, dibandingkan dengan ahli waris
wanita. Yang dimaksud depgan hubungan antaraiahli waris-dengan piha ketiga
adalah hubungan hukum yang timbul antara pewaris dengan pihak ketiga pada
saat pewaris masih hidup, la mempunyai utang maupun piutang sehingga ahli
warislah yang mengurusnya.

D. Posisi Kasus Dalam Perkara Perdata.No 230 / K / Pdt / 2017

Dalam perkara Nomor: 230 / K / Pdt / 2017 sengketa tanah antar Bonar
sitorus , yang bertempat tinggal di Desa Hajoran, kecamatan Pandan, Kabupaten
Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, dalam hal ini memberi kuasa Kepada
Binaris Situmorang, S.H.dan kawan, para Advokat, sebagai penggugat dengan
Walikota Sibolga cq Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan, Tata Ruang dan

Pemukiman(KPRP), Kota Sibolga, berkedudukan di Sibolga, dalam hal ini
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memberikan kuasa kepada Zufrianto Hutagalung, S.H., dan kawan-kawan, Para
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Sibolga, sebagai terggugat.

Sengketa berawal pada saat Alm dari ayahnya Bonar sitorus yaitu Betuel
Sitorus memiliki.tanah yang berada di_jalan-Paltolu" kelurahan Hutabarangan,
kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan sekarang disebut jalan Sudirman
pada tahun 1998 sebagain tanah: tersebut-kurang lebih 13.300m2 dikuasai oleh
pemerintah + kota . Sibolga dan difungsikan sebagai .. Tempat Pembuangan
Akhir(TPA) sampah dan pihak pemerintah kota Sibolga pada saat itu hanya
meminjam sementara objek perkara tersebut secara lisan kepada Alm Betuel
sitorus dan oleh Alm Betuel sitorus , sudah berulang kali menegur pihak
terggugat untuk mengembalikan objek perkara tersebut, namun pihak terggugat
tidak pernah mengindahkan teguran tersebut dan selaku ahli waris dari Betuel
merasa dirugikan oleh pihak-terggugat. Bahwa penggugat selaku ahli waris dari
Alm Betuel sitrorus, telah menjumpai terggugat dalam rangka membicarakan
tanah sebagai ~ objek perkara untuk dikembalikan, namun oleh terggugat
mengatakan akan diganti rugi dengan harga Rp 70.000,-/meter, namun tidak ada
realisasinya, kemudian penggugat menjumpal marudut situmorang(Walikota
Sibolga) untuk membicarakan pengembalian tanah penggugat, dan oleh marudut
situmorang berjanji akan menyelesaikan namun sampai gugatan ini diajukan ke
pengadilan sibolga tidak ada etiket baik dari pemerintah kota sibolga untuk
menyelesaikan secara kekeluargaan. (putusan nomor 230 k / pdt / 2017)

Pada tahun 2001 sebagian dari tanah warisan tersebut seluas 1750 m2

pernah menjadi objek sengketa dan diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga
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dengan Nomor Perkara 09/PdtG/2001/PN-Sbg antara Betuel Sitorus sebagai
Penggugat melawan Ali Suman Gultom, dkk sebagai tergugat dan Pengadilan
Negeri Sibolga yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan penggugat,
kemudian Ali Suman Gultom;.dkk mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi
Sumatra- Utara di Medan dengan Nomor Perkara 102/Pdt/2002/PT Madn,
tertanggal 20 mei 2002, dan Putusan Pengadilan, Tinggi Sumatara Utara di Medan
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 09/PdtG/2001/PN-Shg,
dan Ali Suman Gultom kurang puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan
dan kembali Mengajukan kasasi Ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara
3466K/Pdt/2002 ', dan Putusan Mahkamah Agung RI, menolak Permohonan
Kasasi dari pemohon kasasi tertanggal 24 Febuari 2005 dan selanjutnya oleh
Betuel Sitorus mengajukan Permohonan eksekusi terhadap objek perkara pada
tahun 2007.

Bahwa sekitar tahun 2013, penggugat sangat kaget dengan munculnya
Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/ 26/ SPH-GR/CSU/X1/2003
tertanggal 4 November 2003 antara Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis, S.H.
melakukan ganti rugi jual beli Drs Sahat.Pangabean selaku Walikota sibolga
dengan surat pelepasan hak dengan ganti rugi nomor 593.3/26/SPH-
GR/SCU/V/2004 tertanggal 4 mei 2004 atas tanah seluas 2 hektar milik Betuel
Sitorus yang saat ini menjadi objek perkara. Dengan adanya Surat Pelepasan Hak
yang dilakukan oleh Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis S.H serta Paimatua
Lubis melakukan ganti rugi jual beli kepada Walikota Sibolga sangatlah tidak

mungkin dikerenakan obyek perkara sengketa tanah masih tersangkut di
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Pengadilan dan akan dilaksanakan eksekusi pada tahun 2007. Maka dari

penggugat merasa bahwa hal yang dilakukan oleh tergugat sangatlah tidak

mungkin dikerenakan obyek perkara berada di wilayah Hukum Kota Sibolga,

maka dikhawat a ' § - besar lagi
terhadap pe

Terhadap dali 5 o f n‘jawaban yang
pada pokoknya menola ata a_ pada intinya
Tergugat menera ) a ok 3 yang, di ggugat telah

dibeli . : Paimatua Lubis

memiliki hak untuk mengelola tanah perkara.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 230 K / Pdt / 2017

uasaan pokok

ngadili  serta

AR

a Pengadilan

SARN AL

bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian
bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk
menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan
berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk menyakinkan hakim tentang dalil-dalil

atau peristiwa yang diajukan.
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Sebelum mengambil keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas
sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan
memproses data-data yang diperoleh selama persidangan baik dari bukti, surat,
saksi, persangkaan pengakuan..maupun_sumpah Yyang terungkap di dalam
persidangan( lihat pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan
dapat didasari oleh rasa-danggung:/ jawab,  keadilan, kebijaksanaan,
profesionalisme, dan bersifat obyektif.

Keyakinan hakim dalam pembuktian perdata sangat terkait dengan
konsep kebenaran formil yang dianut dalam hukum acara perdata. Kebenaran
formil tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, tetapi
cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut Undang-undang.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang di pentingkan
adalah fakta atau peristiwvannya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya
hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada
kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan
hukumnya, justru lain._penyelesaiannya Hakim akhirnya akan menemukan
kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannnya. Didalam peristiwa itu
tersendiri tersimpul hukumnya (Mertokusumo S. , 2002)

Menurut Mertokusumo yang, (Mertokusumo s. , 1984)yang dicari hakim
dalam pembuktian perkara perdata adalah kebenaran formil yang berarti hakim
terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak.
Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan. Disini Hakim

cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan. Wahyuni mengemukakan
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bahwa keaykinan hakim dalam perkara perdata dapat saja ditarik atau
dimasukkan dalam alat bukti persangkaan hakim Persangkaan hakim ini dapat

muncul dengan adanya bukti-bukti lain yang sudah terbukti lebih dulu, seperti

pada dasarnya adila of: ) menemukan
kebenaran i bila kebenarar mukan, hakim
dibenarkan § | :‘ san be .‘ — n formil (Harahap

M. , 2005)

pasal 14 ayat 1 dan 2 undang-undang NO 48 tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan dalam
masyarakat dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara (pasal 14 ayat 1
dan 2 undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman)

Sebelum menilai putusan Pertimbangan Majelis Hakim dalam

memtuskan Perkara Nomor 230 K / Pdt / 2017 akan dinilai terlebih dahulu
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pertimbangan hakim dalam tingkat pertama dan tingkat banding. Pada tingkat
pertama perkara ini diperiksa dalam register perkara Nomor : 1 /Pdt.G/2015/PN
Sbg. Dalam gugatannya penggugat mendalilkan orang tuanya yang bernama
Betuel Sitorus .memiliki tanmah_yang berada di jalan. Paltolu kelurahan
Hutabarangan, kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan sekarang disebut jalan
Sudirman pada tahun 1998 sebagain tanah:tersebut kurang lebih 13.300m2.

Tanah tersebut™ dikuasai oleh pemerintah kota Sibolga dan difungsikan
sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, dimana penguasaan atas
objek tanah tersebut dilakukan atas peminjaman secara lisan dari orang tua
Penggugat. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, penggugat
berupaya menguasai kembali tanah tersebut dan telah- mengupayakan berbagai
cara agar Tergugat mengembalikan tanah tersebut, namun Tergugat tidak
berkehendak mengembalikan. tanah tersebut., \Hal .ini yang menyebabkan
Penggugat mengajukan gugatan yang dimaksud dalam penelitian ini.

Terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa objek tanah
yang dimaksud telah"dibeli Tergugat dari PaimatuaLubis sebagaimana dimaksud
Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nemor 593.3/26/SPH-GR/SCU/V/2004
tertanggal 4 Mei 2004 antara Tergugat Selaku pembeli dan Paimatua Lubis selaku
penjual. Paimatua Lubis memperoleh hak atas tanah objek perkara berdasarkan
Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor 593.3/ 26/ SPH-GR/CSU/X1/2003
tertanggal 4 November 2003 antara Betuel Sitorus selaku penjual dan Paimatua

Lubis selaku pembeli.
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Berdasarkan pokok jawaban dan pokok jawaban diketahui bahwa yang
menjadi permasalahan pokok dalam perkara tersebut adalah siapa yang berhak

atas tanah objek perkara. Tegasnya Penggugat menyatakan ada kejanggalan atas

ngkungan yang

lumban tobing,

yaitu CSU dan SCU:
4. Bahwa surat pelepasan hak dengan ganti rugi nomor : 593.3/26/SPH-
GR/CSU/XI1/2003 tertanggal 04 november 2003, sangat bertolak
belakang (berbeda) luas tanah yang diperjualbelikan dengan keterangan

surat pemecahan.
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5. Bahwa sangatlah tidak mungkin dilakukan jual beli terhadap sesuatu
objek dimana objek tersebut masih tersangkut perkara di pengadilan,

mengingat terhadap objek perkara ini dilakukan eksekusi pada tahun

2lakukan ganti

adilan Negeri

N

pokok perkara

sebagaimana sa ngenai isi dari

3,54 € L}

jawaban dala psi dan jawaban

dalam pokok eksepsi sebagai

berikut:

2. Subyek tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas.

3. Obyek gugatan penggugat tidak jelas.

4. Gugatan penggugat kabur (exception obscuur libel).

5. Pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (plurium litis
consortium)

6. Gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 perdata.
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7. Petitum Penggugat tidak jelas.
Dari ketujuh poin eksepsi tersebut diketahui ada materi mengenai

eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yaitu pada eksepsi poin kesatu. Pada

Sibolga U aral | a usaha negara.

Oleh kare elepasan Hak de R 593.3/26/SPH-
GR/CSU/X anggal 4 November 20 Irat Pelepasan Hak Ganti
Rugi nomo

keputusan tata usaha ne ork gan peradilan tata usaha

harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka harus dipertimbangkan dahulu
eksepsi mengenai kewenangan mengadili dan terhadap eksepsi yang tidak
menyangkut kewenangan mengadili dipertimbangkan bersama-sama putusan

pokok perkara.
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Materi eksepsi yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat dikelompokkan
sebagai kewenangan mengadili (absolut) karena memepersalahkan kewenangan
mengadili antar badan peradilan yaitu antara badan peradilan umum dan badan
peradilan tata usaha negara. Berdasarkan_hal tersebut, maka harus diketahui
terlebih dahulu objek perkara dalam peradilan tata usaha negara. Pasal 1 Angka 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 11986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
mengatur Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan
akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian
diketahui bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara yang diperiksa
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
Untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili
perkara ini atau tidak, maka harus dinilai pokok sengketa dalam perkara ini.

Setelah mencermati gugatan, jawaban,replik, dan duplik para pihak
Majelis Hakim menilai yang dijadikan pokok persoalan oleh Penggugat dalam
perkara ini adalah mengenai perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah
seluas lebih kurang 2 Ha (dua hektar) yang terletak di daerah Paltolu Kelurahan
Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan objek tersebut
sekarang dikenal sebagai Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan
Sibolga, Kota Sibolga yang didalilkan Penggugat sebagai haknya karena tanah

tersebut merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Betuel Sitorus dan
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menurut Penggugat hak atas tanah tersebut belum pernah dialihkan. Atas dasar
alasan ini Penggugat menilai Tergugat telah menguasai lahan tersebut secara
tanpa hak, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikualifisir sebagai perbuatan
melawan hukums® Sementara..itu_ Tergugat-mendalilkan. alas haknya atas
penguasaan tanah tersebut adalah Surat Pelepasan Hak dengan ganti rugi Nomor:
593.3/26/SPH-GR/SCU/V/20Q04 tanggal |04 Mei 2004 antara Paimatua Lubis,
S.H. dan Drs. Sahat P. Panggabean selaku Walikota Sibolga dan Paimatua Lubis,
S.H., memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pelepasan Hak
dengan ganti_.rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/XI/2003. tertanggal 04
November 2003 yang menerangkan jual beli atas tanah antara Paimatua Lubis,
S.H. dan Betuel Sitorus.

Rangkaian pertimbangan diatas menyimpulkan bahwa pokok sengketa
dalam perkara ini bukan mengenai penerbitan KTUN, tetapli - mengenai perbuatan
melawan hukum dan sengketa kepemilikan tanah seluas kurang lebih 13.300
meter persegi yang dahulu setempat dikenal sebagai jalan Paltolu Kelurahan
Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, dan sekarang disebut
Jalan Sudirman, Kelurahan' Parombunan;. Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga
(tanah objek perkara). Oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan badan
peradilan umum, sehingga Pengadilan Negeri Sibolga berwenang melanjutkan
pemeriksaan dalam perkara ini. Lebih tegasnya Putusan Sela Nomor
1/Pdt.G/2015/PN Rhl menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
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3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Ditolaknya eksepsi mengenai kewenangan mengadili memiliki
konsekuensi pemeriksaan pekara Nomor 1/Pdt.G/2015/PN Sbg dilanjutkan ke
tahap pembuktiansMengenai alat. bukti dan.bukti yang diajukan para pihak akan
dijelaskan lebih rinci pada sub bab berikutnya karena pada sub bab ini akan
dibahas mengenai pertimbangan hakim dalammemutus perkara ini.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam perkara ini terdapat eksepsi
dari Tergugat, maka sebagaimana lazimnya suatu putusan, pada pertimbangan
hukum akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi. Eksepsi poin
pertama yang tidak menyangkut kewenangan mengadili memuat materi bahwa
subyek tergugat dalam gugatan penggugat tidak jelas. Dalil eksepsi ini, Tergugat
menyatakan bahwa Dinas Kebersihan, Pertamanan, Tata Ruang dan Pemukiman
(KPRP) sudah™ berubah mnomenklatur menjadi Dinas Lingkungan Hidup
Kebersihan dan Pertamanan (LHKP). Pada pertimbangannya Majelis Hakim
menyatakan bahwa walaupun terjadi perubahan nomenklatur namun oleh karena
penyebutan identitas Tergugat dimulai dengan penyebutan Walikota Sibolga dan
Tergugat secara tegas menyebutkan “bahwa: pengelolaan tanah objek perkara
berada dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan
Pertamanan (LHKP) yang juga menjadi bagian struktur Waikota Sibolga, maka
dalil eksepsi yang menyatakan subjek Tergugat dalam perkara ini tidak jelas
dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada eksepsi poin kedua, Tergugat mendalilkan objek gugatan

penggugat tidak jelas,namun materi eksepsi ini secara tegas ditolak karena pada
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pemeriksaan setempat kedua belah pihak mengakui tanah objek perkara adalah
objek yang diperiksa pada pemeriksaan setempat. Sementara terhadap eksepsi
poin ketiga yang menyatakan gugatan penggugat kabur (exception obscuur libel)
dinilai sudah masuk materi pembuktian pokok perkara..Untuk eksepsi poin
keempat yang mendalilkan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap
(plurium’litis eonsortium), dengan bersandar kepada Putusan Mahkamah Agung
yakni Putusan. nomor™ : 305 K/Sip/1971, tanggal 16. Juni" 1971, Nomor:
2471/K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang menyebutkan ‘Penggugat
memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”. Dengan
rujukan yurisprudensi diatas menurut Majelis Hakim ditarik atau tidaknya
seseorang sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara sepenuhnya hak daripada
Penggugat. Hak ini lahir karena pada dasarnya Penggugat yang menilai sendiri
pihak mana atau siapa saja,.yang dirasakannya melanggar hak Penggugat,”
Majelis Hakim juga menolak materi eksepsi ini.

Eksepsi poin keenam yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat tidak
memenuhi pasal 1365 perdata dan petitum yang ketujuh yang mendalilkan bahwa
Petitum Penggugat tidak jelas secara jelas.dapat dinilai bahwa materi ini sudah
masuk materi pembuktian perbuatan (perkara) yaitu materi pembuktian pokok
perkara dan dengan demikian kedua dalil eksepsi ini dinyatakan ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa seluruh dalil dan materi
eksepsi dari Tergugat ditolak. Ditolaknya eksepsi Tergugat memiliki akibat
hukum, selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Bahwa

sebagaimana telah diuraikan pada beberapa alinea sebelumnya, diketahui bahwa
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yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibuktikan dalam perkara Nomor
1/Pdt.G/2015/ PN Shg adalah Apakah Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi
Nomor: 593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 (alas hak Tergugat)
dapat dijadikan Tergugat sebagai alas hak penguasaan atas.tanah objek perkara
dan Apakah perbuatan Tergugat menguasai dan mengusahai tanah objek perkara
dikategorikan sebagai Perbuatan=Melawan Hukum? Selanjutnya Putusan Nomor
1/Pdt.G/2015/ PN. Sbg mempertimbangkan kedua permasalahan yang akan
dibuktikan tersebut sebagai berikut.

Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/21/SPH-
GR/CSU/VI2004 tanggal 4 Mei 2004 antara Tergugat selaku pembeli dan
Paimatua Lubis selaku penjual adalah alas hak  Tergugat. Alas hak ini
menerangkan bahwa Paimatua Lubis, SH, telah melepaskan haknya atas sebidang
tanah terletak di Jalan Sudirman (Pal Tolu), Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan
Sibolga Utara, Kota Sibolga (tanah objek perkara) kepada Penggugat. Alas hak
yang dijadikan Paimatua Lubis, SH, untuk melakukan peralihan hak atas tanah
objek perkara adalah' Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor:
593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003 yang pada pokoknya
menerangkan Paimatua Lubis, SH, telah membeli tanah objek perkara dari Betuel
Sitorus.

Guna menilai sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah tersebut
dijelaskan mengenai pengertian jual beli tanah menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1960Tentang Pokok-Pokok Agraria yang mengatur bahwa jual beli tanah

bukan lagi suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1457 Jo Pasal 1458
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KUH Perdata (jual beli diangap terlaksana sejak diperjanjikan). Jual beli tanah
memiliki pengertian, yaitu di mana pihak penjual menyerahkan tanah dan

pembeli membayar harga tanah, maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada

objek perkara

inistratif tanah

AN

Camat Sibolga

as tanah objek

i 2 £

rugi nomor :
593.3/26/SPH-GR/CSU/X1/2003 tertanggal 04 November 2003, Betuel Sitorus
(Ayah kandung Penggugat) sudah berusia 74 tahun, dan sangat tidak masuk akal
dengan usia yang sudah ujur melakukan suatu perbuatan hukum (jual beli) tanpa
diketahui atau didampingi oleh salah satu ahli warisnya termasuk isteri dari Betuel

Sitorus. Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan
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ketidakcakapan Betuel Sitorus saat pembuatan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti

Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003.

Mengacu kepada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan “yang tak cakap

tahun, sementara umur Betuel Sitorus saat pembuatan Surat Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November
2003 adalah 74 (tujuh puluh empat) tahun, maka Majelis Hakim menilai Betuel
Sitorus sudah dalam keadaan dewasa dalam membuat surat peralihan hak tersebut.

Mempertegas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan

keadaan uzur Betuel Sitorus, dengan melakukan pembahasan mengenai
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pengampuan. Ketentuan mengenai pengampuan diatur Pasal 433 KUH Perdata
mengatur setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau
mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-
kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boeleh juga ditempatkan
di bawah pengampuan karena keborosan. Oleh karena tidak ada alat bukti yang
dapat menjadi petunjuk bahwa- Betuel Sitorus, berada dibawah pengampuan,
sehingga berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai pada saat
pembuatan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-
GR/CSU/VI2003 tanggal 4 November 2003, Betuel Sitorus berada dalam keadaan
cakap hukum.

Pertimbangan selanjutnya dijabarkan mengenai tidak diketahui oleh istri
dari Betuel Sitorus mengenai peralihan tanah objek perkara sebagaiamana
dimaksud Surat PelepasanHak dengan Gantiy Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-
GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003. Pada asas setiap peralihan hak atas
harta yang lahir selama perkawinan harus diketahui oleh pasangan (suami/ istri)
dari pihak yang melakukan peralihan hak. Namun pada pertimbangannya, Majelis
Hakim menguraikan fakta bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor:
593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 dibuat tanggal 4 November 2003 dan istri dari
Betuel Sitorus yaitu Lumina Silitonga meninggal pada tanggal 12 Mei 2009.
Majelis Hakim menilai rentang waktu antara pembuatan peralihan hak dengan
meninggalnya istri Betuel Sitorus, adalah tenggang waktu yang cukup bagi istri
Betuel Sitorus untuk keberatan atas peralihan hak tersebut, namun kesempatan ini

sama sekali tidak dilakukan oleh istri Betuel Sitorus, sehingga dinilai istri Betuel
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Sitorus menyetujui peralihan hak yang dimaksud Surat Pelepasan Hak dengan
Ganti Rugi Nomor: 593.3/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003.

Kemudian dipertimbangkan pula mengenai dalil gugatan yang
mendalilkan ahli.waris dari Betuel Sitorus.tidak dilibatkan.dalam peralihan hak
sebagaimana dimaksud Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor:
593.3/26/SPH-GR/CSU/V/20Q03 =tanggal -4 /November 2003. Majelis Hakim
menilai dalil" ini tidak beralasan dengan pertimbangan bahwasaat peralihan hak
tersebut dilakukan, Betuel Sitorus dan Istrinya sebagai Pewaris masih hidup
sehingga saat itu waris belum dalam keadaan terbuka karena pewarisan hanya
terjadi karena kematian si pewaris, keadaan ini sebagaimana ditegaskan Pasal 830
KUH Perdata. Sehingga dalam melakukan peralinan hak atas tanah objek perkara,
Betuel Sitorus tidak memerlukan persetujuan dari ahli warisnya yang dalam hal
ini termasuk Penggugat selaku salah satu ahli warisnya.

Dalil penguggat pada gugatannya menyatakan adanya kecacatan bukti-
bukti T-I1, dikerenakan kolom tanda tangan dan saksi yang menyaksikan peristiwa
hukum tersebut berbeda pada surat,seperti yang diketahui diketahui Mangarahon
Simatupang lah yang seharusnya menandatangani , tetapi dalam hal ini Oberlin
LumbangTobing lah yang menandatangani.

Terhadap keadaan ini, Saksi Oberlin Lumban Tobing membenarkan tanda
tangan tersebut adalah tanda tangannya, namun Saksi mau menandatangani bukti
T-11, walaupun nama yang tertera bukan nama Saksi Oberlin Lumban Tobing
karena tanah objek jual beli dalam bukti T-11 berada di wilayah administratif

Lingkungan 1ll, Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota
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Sibolga, sehingga selaku Kepala Lingkungan Il Kelurahan Hutabarangan,

Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Saksi Oberlin Lumban Tobing menilai

berwenang untuk ikut menandatangani surat-surat tersebut.

perbedaan koe ara buk duanya merupakan
Surat Pelepasan Ha : i é' terbitkan oleh
Kecamatan - -
sedangkan p
Lalu

angan penuh dari

dapat dijadikan

diperjual belikan dengan keterangan surat pemecahan.

Dilihat dari bukti P-7a yaitu Surat Ganti Rugi antara Tumbur Parningotan
Lumbantobing dan Betuel Sitorus tanggal 14 Desember 1990 diketahui dari luas
objek tanah yang dimaksud bukti P-6 seluas + 2 (dua) hektar, namun dari luas

areal tersebut, seluas 16.130 (enam belas ribu seratus tiga puluh) meter persegi
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telah dilakukan peralihan hak kepada Paimatua Lubis sebagaimana dimaksud
bukti T-I1;

Didalam bukti T-I1 tidak juga menyebutkan secara jelas luas areal tanah
yang dilakukan peralihan hak.karena hanya-mengacu pada luas tanah yang
disebutkan pada bukti P-7a (Surat. Ganti. Rugi antara Tumbur Parningotan
Lumbantobing dan Betuel Siterus tangogal 14 Desember 1990) yaitu seluas + 2
(dua) hektar, sehingga pencatatan pasti luas areal tanah harus dilihat pada alas hak
dasar sebelum terbitnya bukti T-Il, atau memeriksa register hak penguasaan tanah
pada Kantor Lurah HutaBarangan atau Kantor Camat Sibolga Utara.

Melaui pertimbangan Hakim diketahui bukti P-7a (Surat Ganti Rugi antara
Tumbur Parningotan Lumbantobing dan Betuel Sitorus tanggal 14 Desember
1990) telah menyebutkan sebagian luas objek tanah yang dimaksud bukti P-6
telah beralih kepada Paimatua_Lubis, SH yakni seluas 16.230 (enam belas ribu
seratus tiga puluh) meter persegi, karena tidak semua dari objek tanah yang
dimaksud bukti P-6 beralih haknya kepada Paimatua Lubis, SH, maka dilakukan
pemecahan terhadap bukti surat ini yaitu dengan menerbitkan bukti T-Il., maka
bukti P-6 tetap berlaku sebagai alas hak atas sisa tanah yang tidak dijual oleh
Betuel Sitorus, sedangkan luas objek tanah yang dimaksud bukti T-11 tetap terikat
dengan catatan pada bukti P-7a.

Majelis Hakim menyatakan dalil ini tidak dapat menjadi dasar untuk
menyatakan tidak sahnya bukti T-11 sebagai alas hak atas tanah objek perkara.
Selanjutnya pada dalil gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa sangatlah

tidak mungkin dilakukan jual beli terhadap sesuatu objek dimana objek tersebut
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masih tersangkut perkara di Pengadilan, mengingat terhadap objek perkara ini
dilakukan eksekusi pada tahun 2007, sementara tahun 2003 dan 2004 dilakukan
jual beli. Setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-1 diketahui yang menjadi objek
perkara dalam bukti P-1"adalah.sebagian persil dari objek tanah yang dimaksud
bukti P-6 yaitu tanah seluas + 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi.
Dengan menghubungkan bukti-P=6, bukti P+7a,dan bukti T-1I diketahui peralihan
hak atas tanah objek perkara dari Betuel Sitorus kepada Paimatua Lubis adalah
seluas 16.130 (enam belas ribu seratus tiga puluh) meter persegi.Memperhatikan
pula bukti P-5 dan bukti P-6 yang menerangkan tanah objek perkara pada bukti P-
1, bukti P-2, dan bukti P-3 berbatas dengan TPA (tanah objek perkara), maka
Majelis Hakim-berpendapat objek jual beli tanah pada bukti-T-11 tidak dalam
keadaan sengketa pada saat peristiwa hukum sebagaimana dimaksud bukti T-II
dilakukan dan dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil"ini tidak beralasan
dijadikan dasar untuk menyatakan tidak sahnya bukti T-I dan bukti T-II.

Pada gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa objek perkara berada
di wilayah hukum Kota Sibolga, sehingga dipastikan pemerintah kota sibolga,
mengetahui bahwa objek tersebut masih tersangkut hukum (masih dalam proses
perkara di Pengadilan Negeri Sibolga), apakah mungkin Walikota Sibolga mau
melakukan ganti rugi terhadap objek yang tersangkut sengketa di Pengadilan
Negeri Sibolga. Setelah meneliti bukti P-5 yang diterbitkan pada tanggal 21
November 2007 diketahui Betuel Sitorus telah menandatangani bukti surat
tersebut, sehingga Betuel Sitorus dinilai mengakui isi bukti surat tersebut

termasuk isinya yang menyatakan tanah objek perkara (TPA) sebagai milik dari
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Pemko Sibolga dan pada bukti T-I1I telah ditegaskan pula tanah objek perkara
sudah teregister sebagai inventaris Pemko Sibolga (Tergugat), sehingga

berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim menilai dalil ini tidak beralasan

Paimatua

hukum.

Berdasarkan uraian fakta yang terkait dengan permasalahan ini, maka
akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum dengan
mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti

kerugian tersebut”
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Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :
- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan

dengan

ketelitian,

hukum yaitu n : an n sahai tanah ‘ [anpa persetujuan

dari Penggugat. Kare an | ah alas hak yang sah bagi

Berdasarkan uraia angan.di atas diketahui Penggugat tidak
dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan
dalil-dalil sangkalannya.

Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka
Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan
Penggugat dan cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak

untuk seluruhnya. Karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di
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pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya

perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata Undang-undang Nomor 48

Dikerenakan dalam hal ini akta surat asli tanah memiliki kekuatan bukti yang
sempurna dihadapan majelis hakim. Oleh kerena itu dalam hal ini hakim
harus melihat alat-alat bukti yang lain sebagai pendukung yang dimana dapat
membuktikan siapa yang mempunyai tanah sebenarnya diantara pihak

tergugat maupun penggugat.
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B. Kekuatan Alat Bukti Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam

Perkara Perdata No.230 K /Pdt /2017 Tanggal 21-07-2017

Dalam hal ini mengenai kekuatan alat bukti Mahkamah Agung melihat

1.

. Fotokopi surat ganti rugi antara tumbur parningotan lumbantobing
kepada betuel sitorus.
7. Fotokopi surat kuasa dari saudara penggugat kepada penggugat
tanggal 1juni 2014
8. Fotokopi Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor :

59/26/SPH-GR/CSU/V/2003 tanggal 4 November 2003, dengan
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surat keterangan Nomor 593.2/06/X11/1990, dan Surat Ganti Rugi

antara Tumbur Parningotan Lumbantobing dan Betuel Sitorus

tanggal 14 Desember 1990.

at mengatakan da

==
Y-8
. .

Rugi Nomor

593.3/21/SPH-GR/CSU/V/2004 tanggal 4 mei 2004

2. Fokokopi Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor
593.3/26/SPH-GR/CSU/V/200 tanggal 4 November 2003

3. Fotokopi daftar barang inventaris pemerintah kota sibolga

pertanggal 24 November 2015

;‘g\%’!‘\ﬁ

o
o
>
>0
o
=
o
(@]
o
S
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Dari bukti dalil-dalil yang diajukan tergugat Hakim Mahkamah Agung
berpendapat bahwa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang diberi tanda TII
mempunyai kejanggalan. Pada putusan yang dilihat di pengadilan negri sibolga,
tanah tersebut masih menjadi sengketa dan baru akan dilakukan putusan eksekusi
di tahun 2007, mengapa camat kota sibolga mengeluarkan surat pelepasan hak
ganti kerugian sedangkan tanah, masih :dalam perkara. Dalam hal ini penulis juga
menilai bahwa hakim™ juga harus melihat akta otentik kedua belah pihak
berdasarkan isi pasal 285 RBG/ 165 HIR menyebutkan bahwa : “ akta otentik
suatu surat yang dibuat menurut ketentuan udnang-undang oleh atau dihadapan
pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang
cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang
mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dialam surat itu, dan
juga tentang yang tercantum, dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi
yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung
dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang jelas, berdasarkan pasal 163HIR yang
berbunyi “barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau
mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah
hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu adanya perbuatan itu”
(Oeripkartawinata, 1984)

Persoalan mengenai pembuktian mengundang perbedaan pendapat diantara ahli
hukum dalam mengklasifikasikanya apakah termasuk kedalam hukum perdata

atau hukum acara perdata. Menurut subekti, bahwa sebenarnya soal pembuktian
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ini lebih tepat diklasifikasikan sebagi hukum acara perdata (Prcesrecht) dan tidak

pada tempatnya dimasukan dalam B.W. yang pada asasnya hanya mengatur hal-

hal yang termasuk hukum materill (Mulyadi, 2000)

Pendapat ini_ruf 0 j.pada waktu B.W

dilahirkan. [ S - : 0 elah dimasukkan

Hukum pos mbu ang berlaku saa ndonesia tercantum

dalam HIR 3G bai - Serta dalam B,W

bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2. Membuktikan dalam arti konvensionil
Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relative
sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat

instuitif(convition intim)
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b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangam pembuktikan dalam

hukum acara mempunyai arti yuridis.

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang

mereka.
kebenaran
surat itu tid
adanya buk
Pe

“historis” yang

mencoba me 3aik pembuktian

‘1%\%\\ :

%
g

yang yuridis akkatnya berarti

a tertentu dianggap

Reglement (HIR) jo pasal 1866 kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) bahwa yang disebut bukti, yaitu:

1. Bukti surat

2. Bukti sangka

3. Sumpah
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Dalam hal ini Mahkamah Agung melihat pembuktian dari putusan kedua

Pengadilan tersebut yang dimana masing-masing dari kedua belah pihak tidak

dapat menunjukkan adanya akta autentik. Pada setiap akta autentik dikenal

publikdn pihak-pihak yang berkepentingan enerangkan dan melakukan seperti
dijelaskaan dalam akta autentik dan benar demekian adanya. Jadi, formalitas yang
ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi.kebenaran formalitas itu diakui
oleh setiap orang. Namun, suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan
kebenaran formalitas itu apabila akta autentik tersebut dijadikan alat bukti dalam

berperkara. (Abdulkadir, 2008)
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Kekuatan bukti material berkenaan dengan kebenaran isi akta autentik.

Artinya benar bahwa yang tercantum dalam akta autentik seperti menurut

kenyataannya. (Abdulkadir, 2008)

mengangga emp a kekuatan pe tia | diperlukan saat

hakim ingi

Selanjutnya tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-
kesimpilan yang ditariknya sendiri dari peristiwa-peristiwa yang dilihat atau yang
dialaminya kerena, hakimlah yang berhak menarik kesimpulan-kesimpulan itu.

(Subekti, 2003)

74



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Selain bukti tersbut diatas penggugat juga telah mengajukan saksi-
saksi yang secara berturut-turut telah di dengar keteranganya ngan ibawah

sumpah, yaitu :

Akhir) pada

i dipinjamkan

betuel sitorus kepada Pemko sibolga.

2. Sarmiati siregar menerangkan pada pokoknya
a. Setahu saksi objek perkara difungsikan sebagai tempat pembuangan
akhir, saksi tidak mengenal camat paimatua lubis. Saksi juga tidak

mengtahui darimana betuel sitorus memperoleh haknya.
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b. Bahwa tergugat meminjam tanah tersebut dengan cara meminjam
sebagai hak pakai dari betuel sitorus, lalu pada tahun 1999 saksi

mengetahui permasalahan yang terjadi di sebelah tanah betuel sitorus

berikut ;
adalah milik

bis, dan saksi

Atas penjelasan tersebut dapat penulis katakan bahwa selain bukti surat

penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil
gugatanya, yaitu dengan mengajukan saksi yusmiati situmorang, sarmiati siregar,
murat situmorang. Dan pihak tergugat juga mengajukan saksi yang telah didengar

keterangannya dan telah disumpah., yaitu :
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Oberlin L tobing menerangakan sebagai berikut

Saksi mengetahui letak obyek perkara, dan disini oberlin

sebagai kepala lingkungan | wilayah tanah obyek perkara, saat

keberatan dari pihak lain.

Paimatua lubis menerangkan sebagai berikut

. Pada tahun 2003 saksi bertemu dengan betuel sitorus, pada pertemuan

teresbut betuel mengatakan ingin menjual tanahnya kepada pemko

sibolga, pada saat itu belum ada anggaran untuk pemblian tanah.

77



Setelah itu 2 minggu kemudian saksi bertemu dengan betuel sitorus di
kantin pemko sibolga dan ditawarkan untuk membeli tanah.

b. Saksi akhirnya membeli tanah dengan betuel sitorus seharga
260.000.000,-(Dua-Ratus Enam_PRuluh Juta Rupiah). Setelah itu saksi
menyuruh pegawai pemko sibolga untuk dibuatkan surat menyurat
atas pemblian taneh-tersebut.

c. Saksi mau membeli tanah tersebut kereena mengtahui saat itu kondisi
tanah dikuasai di pemerintah kota sibolga dan pada tahun 2004 saksi
menjual tanahnya seharga 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

Penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam pasal 1895 KUH
Perdata yang berbunyi : “ Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam
segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang” . Kesaksian
(Mertokusumo'S. , 2002)adalah kepastian yang diberikan“kepada hakim di
persidangan tentang peristiwa yang di persengketakan dengan jalan pertimbangan
secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pithak dalam perkara,
yang dipanggil dalam persidangan. Jadi keterangan.yang diberikan oleh seorang
saksi haruslah kejadian yang telah ia alami- sendiri, sedangkan pendapat atau
dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah termasuk suatu kesaksian.

Jadi prinsipnya, alat bukti kesaksian saksi menjangkau semua bidang
dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila Undang-Undang sendiri menentukan
sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat
ditrerapkan. Adapun yang menjadi syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai

berikut : (Mertokusumo S. , 2002)
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a.  Orang yang cakap.
Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi

menurut pasal 172 RBG dan pasal 1999 KUH Perdata antara lain:

=
@"«
%
o
Hi

%,

pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 171 RBG dan pasal 1905
KUH Perdata. menurut ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagi alat
bukti adalah keterangan yang disampaikan di persidangan.

C. Diperiksa satu persatu.

Syarat ini diatur dalam pasal 171 ayat 1 RBG. Menurut ketentuan ini,

terdapat beberapa prinsip yang harus dipnuhi agar keterangan saksi
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yang dibrikan sah sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

1.  Menghadirkan saksi dalam persidangan satu prsatu

25

08 )5 el B

di depan pe

sebenarnya

dalam pers

yang meru

3
3
@
3
=)
=
QD
=]

untuk mene

f. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan.
Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan diatur
dalam pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Menurut ketentuan ini
keterangan yang diberikan saksi  harus memiliki ladnasan
pengtahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar

dan mengalami sendiri.
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g.  Saling persesuaian.
Saling persesuaian diatur dalm pasal 1908 KUH Perdata. Dalam

ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti,

yang lain ata ang i ! pat kecocokan,

hukum pos

didalam side

pat diserahkan kepada

b.  Teori pembuktian negative.
Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur
larangan-laranagn kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang
berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan

pengecualian (ps. 169 HIR, 306 RBG, 1905 BW)
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c.  Teori pembuktian positif.

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah

kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (pasal

Pemerintah Kota Sibolga. Dari hasil putusan yang penulis telah baca, menurut
penulis dalam hal ini tanah yang menjadi obyek sengketa sebenarnya sudah dijual
olen penggugat, dilihat dari Surat Pelepasan Hak ganti rugi, yang
dipermasalahkan oleh pihak penguggat merupakan kode nomor Penerbitan yang
berbeda. Dalam hal ini Kecamatan lah yang mempunyai kewenangan penuh

dalam pemberian Kode Nomor, maka hal ini tidak dapat dijadikan acuan sebagai
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suatu hal yang membuat penguggat dirugikan. Dikerenakan Camat yang yang
memberikan kode penomoran surat tidak mempermasalahkan adanya perbedaan

kode penomoran.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

2h penggugat
a permohonan
dapat diterima
ajelis Hakim
kan para pihak

dengan

gugatan dan bantahan atas obyek sengketa kepemilikan hak atas tanah, namun
kebenaran dari alat bukti tersebut hanyalah Hakim yang dapat memutuskannya.
B. saran

Adapun saran yang akan penulis berikan sesuai dengan permasalahan

yang ada adalah sebagai berikut :
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1. Sebaiknya para pihak yang dalam perkara dapat memperhatikan syarat

formil dalam mengajukan gugatan sehingga gugatan dapat diterima

dan juga mengutamakan pembuktian sehingga pembuktian tersebut
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